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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian
melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah
dilakukan pada bab sebelumnya, memberikan kesimpulan yang merupakan
jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Advokat dalam beracara di persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri
Yogyakarta banyak mendapat kendala, salah satunya terkait dengan
pengangkatan sumpah profesi yang dilakukan oleh advokat itu sudah sesuai
dengan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 yaitu dalam Pasal 4 ayat 1.
Advokat yang tidak melakukan sumpahnya didepan sidang terbuka Pengadilan
Tinggi seperti apa yang termuat dalam Pasal 4 maka, advokat itu ditolak oleh
Hakim pada saat. beracara. Penol akan advokat dalam beracara adalah wewenang
dari Hakim selaku pemimpin dalam persidangan, sehubungan dikeluarkannya
SEMA No0.052/V/IKMA/2009. Perkara yang akan diselesaikan menjadi
terhambat dan hak dari kliennya tidak dapat diberikan secara maksimal.
Apabila ada Advokat yang belum disumpah di Pengadil;an Tinggi dan dapat
beracara di Persidangan, hal ini merupakan sikap Hakim yang salah. Sebab
sudah jelas advokat yang tidak didiambil sumpahnya tidak didepan Pengadilan

Tinggi akan ditolak.
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2. Langkah yang ditempuh advokat dalam menghadapi kendala dalam beracara
terkait pengangkatan sumpah profesi - menurut UU Advokat adalah melakukan
kerjasama yang sehat/kemitraan berupa ada pendampingan oleh advokat senior
atau advokat yang sudah mempunyai berita acara penyumpahan dari Pengadilan
Tinggi dalam menyelesaikan perkara dalam proses beracara di persidangan,
langkah ini merupakan alternatif yang diberikan Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta yang dikonfirmasikan kepada selurun Ketua Pengadilan Negeri.
Meminta bentuk pertanggung jawaban dari dewan perwakilan organisas yang
berada didaerah untuk segera mengambil sikap dalam menanggapi aspirasi dari
anggota organisasi dengan lebih baik, menggsnti sistem single bar assosiation
menjadi sistem multi bar assosiation.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar advokat yang belum melakukan
kewajibannya untuk bersumpah didepan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dapat
segera mengambil tindakan seperti menyertakan advokat yang sudah mempunyai
berita acara penyumpahan dari Penngadilan Tinggi untuk mencegah terjadinya
penolakan kembali oleh Hakim keabsahan dimana advokat tersebut melakukan
sumpahnya.

Agar para pengurus organisasl advokat lebih memperhatikan nasib-nasib
para anggotanya yang tidak dapat beracara dipersidangan, mengkesampingkan
sikap keegoisan mereka sebagai spirit pembela untuk melakukan musyawarah

dengan para aparat peradilan dengan mencari solus yang dapat membawa
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dampak positif bagi nasib anggotanya atau dengan melakukan musyawarah antara

para pengurus organisasi advo nencari alternatif menyelesaikan masalah

intern mereka deng advokat dan tetap melihat
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